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ABSTRAK 
 

 
Praktek pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum militer (anggota 

TNI) dan mendampingi terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 
TNI dalam beracara pada Peradilan Umum, diberikan ijin oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pidana dengan register perkara 
Nomor 1332/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 11 September 2014 bertentangan 
dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta UU RI 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad karena Penasehat Hukum Babinkum TNI 
berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
hanya dapat memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Militer sesuai 
dengan yurisdiksi dan justiabelnya. 

Legalitas penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Kementerian 
Pertahanan dengan memperluas ruang lingkup bantuan hukum oleh Babinkum 
TNI hanya didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan. Penetapan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 
tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementrian Pertahanan 
tersebut memicu konflik norma hukum (antinomi hukum) dengan UU RI Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokad, selain itu bertentangan juga dengan peraturan 
perundang-undangan lain, yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor 
Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pembentukan Badan 
Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI), dan Undang-undang RI Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Konflik norma hukum (antinomi hukum) 
terjadi karena substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan 
Nomor 22 Tahun 2012 tersebut mengatur hal yang sama secara bertentangan. 
Menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah 
asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu Lex superiori derogat legi 
inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan 
melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Implikasi 
yuridis yang ditimbulkan adalah pemberian bantuan hukum Babinkum TNI di 
peradilan umum meskipun telah mendapatkan Ijin Beracara Insidentil dari Ketua 
Pengadilan Negeri, dalam perspektif konflik norma hukum pembelaan yang 
dilakukan oleh Penasehat Hukum Babinkum TNI terhadap terdakwa yang  
berstatus sebagai PNS TNI dapat berakibat batal demi hukum. 

 
 

Kata Kunci :  Bantuan Hukum, Babinkum TNI dan kedudukan penasehat  

hukum dari militer 
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ABSTRACT 

 
The practice of providing legal assistance from the military ( TNI ) legal 

advisor and accompanying defendant 's with status as the Civil Service TNI in the 
proceedings of the General Courts, which granted by the Panel of Judges of the 
Tangerang District Court in a criminal case number 1332 / Pid .B / 2014 / 
PN.TNG dated 11 September 2014, which it contradictory with the Law No. 31 of 
1997 on Military Justice and Law No. 18 Year 2003 on Advocates for Legal 
Counsel Babinkum TNI under the provisions of Law No. 31 of 1997 on Military 
Justice can only be provide legal services in the neighborhood of Military Justice 
in accordance with the jurisdiction and justiabel. 

The legality of the implementation of legal aid in the defence ministry to 
expand the scope of legal aid by Babinkum TNI to rule only on the basis of the 
defence minister of the Republic Of Indonesia No. 22 of 2012 on legal assistance 
in the ministry of defence. The adoption Regulation of the Minister of Defence No. 
22 Year 2012 on Provision of Legal Aid in the Environment Ministry of Defence 
sparking a conflict of legal norms (antinomy law) with Law No. 18 Year 2003 
regarding Advocates, besides it is also contradictory to another legislations, 
which is Decree TNI Commander No. Kep / 24 / VIII / 2005 dated August 10, 
2005 on the Establishment of the TNI Law Development Board (Babinkum TNI), 
and Act No. 31 of 1997 on Military Justice. Conflict of legal norms (antinomy 
law) occurred because of the substance of the law  which set forth in the 
Regulation of the Minister of Defence No. 22 of 2012 stipulates the same thing to 
the contrary. Faced with a conflict between a legal norm (antinomy of law), then 
the operator from the principles of conflict resolution (principle of preference) 
applied, which Lex SUPERIORI derogat legi inferiori, that higher legislation 
would cripple lower legislations. The juridical implications is to provide legal aid 
Babinkum TNI in public court although it already get the permit of Incidental 
Proceedings from the Chairman of the Court, in the perspective of a conflict of 
legal norms defenses will be undertaken by legal counsel Babinkum TNI against 
the defendant’s status as public servant TNImay result null and void by law. 

 
Keywords : Legal Aid, Babinkum TNI and the position of the legal counsel from  

the military. 
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